
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tcntang jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3833): 

~. Undang-Undang Nemer 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara RepubliJ.. Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 385 l ): 

I 

· I. Undang-Undang 'omor 14 Tahuo 1950 tentang 
Pembenrukan Daerah-daerah Kabupatcn Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawn Barar (Serita Negara Tahun l950): 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Repcblik Indonesia Tahun 1999 Nornor 
33. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
3817): - 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pa<la 
hurup a dlatas, Rencana lnduk Menara Telekomunikasi tersebut 
perlu direeapkan dcngan Pcraturan Bupati. 

a. bahwa berdasarkan ketcnruan Pasal 15 Peraruraa Deeran 
Kabupaten Bekasi Nomor 9 T ahun 1013 ten tang P•= clan 
Rerribusi Pcngendalian Menara Tclckomunikasi di Kebuparen 
Bekasi, Penerapan Zona Pembangunan dan Pengoperasi-an 
Menara T elekomunikasi discluruh wilayah daerah \\ a jib 
mengacu l,.epada Rencana lruluk Menara T elekomunikasi 
Menara: 

Meaimbang 

BUPATI BEKASI, 

RENCANA 11\'DUK lv!ENARA TELEKO:.IU1'1KASI Dl KABUPA TEN BEKASI 

TENT ANG 

NOMOR-tO TARUN 2014 

PERATUAAN BUPATI BEKASI 

?/Ju/1 a I/ , -1] ,, lca:,t' 
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~- CoJ.mg·l·ndans '-omor ZS Tabun 1001 tentang 8>ngtt0311 
Gedung (Lcmbaran :Sega.ra Repu.blik Indonesia Tab.un ~oo: 
~omor L34, Tambahan Lembaran ,c!gata Republik 
Inconesin Nomor 424 7): 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tenrang 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 200-* Nomcr 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah 
diubab beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 200S tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 temang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemtx>ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2007 
Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahao Lembaran Negara Republil< 
Indonesia 1'omor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungao dan Pcngclolaan Lingkungan liidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahau Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor 
4988); 

10.Undang-Undaag Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukau 
Persruran Perundaog-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambaban Lembaran Negara 1'omor 5234): 

11. Perarurau Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 remang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lcmbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

12.Pe-rmuran Pemerinrah Nomce 53 Tahun 2000 tentang 
Pcngguuaan Spcktrum frckuwensi Radio dan Orbil Sarelit 
(Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3981 ): 

13.Peraturan Pemeriutah Nomor 36 Tahun 2005 remang 
Petaksanaan Uodang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108. Tambaban Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Noruor 4532); 

14.Peraturan Pemeriruah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dau Pengawasan Penyelenggaraan 
Pcmcrintahan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tabuo 
2005 Nomor 165. Tambahan Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 



3 

l5 Pcraturari Pernerintah \;omor 38 Tahu.n 2007 tcnrang 
Pembagian Urusan Pemerimahan antar"a Pemcriiuah. 
Pemerimah Daerah Provinsi dan Pemcrintah Dacrab 
Kabupsaeu'Kota \Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 82. Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737): 

J 6.Peraturan Pemerintah No111or 45 Tahuu 2008 tentnog 
Penyolenggar.u111 Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Talmo 2005 Nomor 82. Tambahao 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737): 

17. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lziu 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Rcpoblil< 
Indonesia Nomor 5285); 

18. Pcraiuran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Ketelitian Rencana Ruang (Lembaran Neg"'11 Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negar., 
Republik Indonesia Nomor 5993}: 

19.Pera.turan Me.nteti Komunikasi dan lnformatikn Republik 
Indonesia Nomor 02/PER/M.KO:Vt/0312008 tentang 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Mcoara 
Telckomunikasi Bersarna; 

20. Peraruran Bersama Menteri Dalatn Ne-geri. Merneri 
Pekcrjaan Umum, Mcntcri Komunikasi dan lnformatika dan 
Kepala Badan Koordinasl Penanaman Modal Nomor 18 
Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 
J 9/PE.R/M/KOlvONF0/03/2009; Nomor 3/P/2009 tetang 
Pcdomau Pembangunan Bersarna Mcnanff elekomunikasi; 

21.Peraturan Menieri Konmn.ikasi dan tnfcrmarika Republik 
Indonesia Nomor 2J/P£R/M.KOM/04/09 tenrang Pedomaa 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Pos da 
Telckomuni:kasi; 

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Komor 27 Tahun 2009 
tentang Pcdoman l'enetapan lzin Gangguan da daerah; 

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Xomor 53 lahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daearh; 

24. Peraturan Mentcri Pcrltubungan Nomor : Kfl,l 21 Tahuo 
2001 tetang Penycleaggaraan Jasa Telekomunikasi; 

25. Peraturan Deerab Kabopaten Bekasi Nomor 6 Tabun 2008 
tentang Urusan Pemerintahao Kabupaten Bckasi (Lembaran 
Daerah Kabupaien Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi lzin 
Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
T ahun 2009 Ncmor 6); 

- 
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Dal am Peraruran Bupati ini yang. dimaksud dengan; 
\., I. Daerah edalab Kabupaten Bekasi 

2. Bupati ad:ilah Bupati Bekasi 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangknt dacrah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah, 
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Reocana Tata Ruang 

Wilayah Kabupateu Bekasi. 
;_ Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman.dan/atau penerimaan seuap informasi dalam 

benruk tanda-tanda, isyarat, tuJisan. gambar. suara dan bunyi melalui sistem k0\\1U. optik.. radio atau 
sistem elekrromagnedk lainnya. 

6. Menara adalah bangunan khusus yang berfuogsi sebagai sarana penunjang unruk menempalkan 
peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesualkaa dengan keperluan 
penyelenggaraan telekomunikasi. 

7. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas raaah yamg secsra bersama 
sama digunakan minimal 2 (dua) penyelenggara telekomumkasi. 

IIAll I 
KETENTUA.N UJ\IWI 

Pasal I 

R£NCANA INDUK MENARA TELEKOMUN!KASI 01 
KABUPATI::N BEKASI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

:,.Per.ttur3n Damib ubup.,tcn Bew, 1'omor - Tabon :oo9 
'""""'' Org:wsasi Perangka; Dacrah Kabuparen Bck>Si 
, Lembaraa Daerah Kabuperen Beknsi Tahun 2009 :,.;omor 7) 
scbagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 
1en1ang Perubahan Kedua Aias Peramran Daerah Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkar Daerah Kabupatcn 
Bekasi {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 
Nomor 8): 

28.Peramran Daerab Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayab Kabupaten Bckasi 
2011 -2013 (Lembaran Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 
Nomor 12); 

29.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 
temang Keteniban Umum (Lembaran Daerah Kabt.,patcn 
Bekasi Tahun 2012 Nomor4); 

30.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Penataan dan Retribusi Pengeedalian Menara 
Telekomunikasi di Kabuparen Bckasi ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Bckasi Tahun 2013 Nomor 9 ): 

J I. Peramran Dae rah Kahupatcn Bekasi Nomor IO T ahun 20 IJ 
tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10): 

- 



S. Menano !kr.ama lmu ad>L>h mcnara Yml!! di,eu,pun <Lata, UID1lb ,_ secaro b<rsomo sama 
digun.,bn oleh minimal 3 uiga1 pen)•len&lia,a telekomumkasi, 

9. \.fenarn Karnuflase ad.3..lab Bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibang_un dengan benruk 
yang discsuaikan dengan lingkungan aekitarnya dan tidak meeampakkan sebegai bangunan 
konvensicoal menara y ang berbentuk simpul baja, 

I 0. Menara Pole adalab mcnam 1elekomunikosi yang banguaannya b<rbentuk tungs,,J tenpa adanya 
shnpul-simpul rangka yang meugikat sam sarna Jain. 

11. Cell Planing adala proses percncanaan dan pcmbwtan zona-zona area untuk peeemparan menara 
menara telekomunikasi sclular dengan menggunakan staodar teknik: pereocanaan ja.ringao selular 
yang memperhirungkan pemenuhan kebumhan coverge area layanan dnn kapasitas trafil: layanan 
selular. 

12. Cell Planing sccars utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengbnrroonisasikan kcpcotingan 
tcknis selular dan keindahan llugkung~o dan menyesuaikan dengan aturao yang berlaku di 
pemerintahan dacrah terkait RTRW [Rencana Tata Ruang Wilayah) dan akAm menjadi bagian dari 
RDTR (Rencana Detail Tara Ruang)di Kabupaten Bekasi. 

J 3. Zona menaru ekisisting adalah zona menara dalam radius tertentu dari ti1ik pu.5at area cell plan 
yang bcrisikon menara-menara ekisisting per posisi selama kegiaran penyusunan cell plan. 

14. Meuara ekisisiing adalall menara telekomunikasi yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten 
Bekasi hingga periode penyusunan cell plan. 

IS. Radius zone adalab besaren jarak yang bergaruuug kepada kondisi geografis dan kepadatan 
telekomunikasi di sebuah Kabupaten. 

16. Ticik Cell Plan adalah ririk pusat jari-jari lingkaran yang diidcntifika.si dcngan koordinat gcografis 
(lcngirode, latitude) yang mcrnbentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuab radius 
yang ditentukan didalam peraturaa ini. 

17. lzin Mendirikan Banguan Menara yang selanjutnya disel>ut IMSB Menara a.da.lah ijin unruk lllltuk 
mcmbangun mcnara dengan mcmperhitungkan variabel fungsi luas area. kctinggian mcoara dan 
beban menara. 

18. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut CMB adalah izin yang dibenkan kepada 
seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiaran mendiril.an bangunaa, 

19. Rekouieudasi Opcrasional Menara (ROM) adalah surat yang diberikan pemerintab Kabupoten 
Bekasi kepada pemilik menara telekomunlkasi untuk dibole.h.kannya menara telek:omunil::asi 
beropaerasi dalam jangka waktu tertentu. 

20. Rekomendasi Zona Pcmbanguoan adalah rckomendasi yang dikeluarkan oleh Dinos Tata Ruang 
berupa diperbolehkannya benruk menera yeng <I-spat dibangun dan disesuaik.an dcngan keserasian 
tata rua11g wilayah Kab. Bek.isi . 

21. Rekomendasi litik Koor<Jinat adalah rckomendasi yang dikeluarkan Dinas Kominfo untuk 
memperbolehkan membangun menar.:t te.rkait deogan posisi koordinasi gcografis mcnara yang 
dibau£un dan kt'sesuaiannya dcngan ioo:1 mcn;1r3, diman.1 zona men3r.l adaJab polygon lingkatan 
yang berjarak 400 meter dari titik: koordi.nac 

22. Bangunan adalah wujud ftsik hasil pckerjaan konstnLksi yang menyatu deogan 1empa1 
kcdudubnnya, scbagian atau selunthnya berada di atas dao aiau di daJam ta.nab danlatau ajr, )3Jl8 
berfungsi tidak sebagai tempal manusia me.lakukao keg.iatan. 

23. Base Transcoiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikm 
antellJla-nya) yang berfongsi untuk mcnghubungkan antarn handphone dengan perangkat selular. 
BTS me1nilikj kapasit.aS penang:anan per-c.akapan dao volume daia (traffic handling capodty). 
Scbu:ih BTS d,m bebcrapa BTS dapat ditempotkan dalam sebuab menara telekomunikasi. 

• 

5 
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Penataan dan pengendalian menara berjaudeskan asns : 
a. Kcmanfuatau tata ruang yang efektif dan efisien: 
b. Kebutuhan layiluan telekomunikasi yang mcmcnuhi srandar lualitas tayanan minimum 

telekomunikasi selular sesuai dengan Permenkominfo no. 1612013 
c. Keberlanjuran; 
d. Keselamatan; 

Pasal4 

BAB Ill 
PENYELENGARAAN MENARA BERSM1A 

Ruang lingkup rencana irtduk menere tdekomuuikasi rerdiri etas : 
a. Penyelcogaraan Menara Bersama; 
b. Rencana lnduk Menara Telekomunikasc 
c. Rekomendasi Pembangunan Menare: 
d. lzin Mendirikoa Baagunan Mcnara; 
c. Rekomendasi Operasional Menara; 
f. Penggunaan Menara: 
g. Monitoring. Evaluasi Dan. Pengendalian; 
h. RevTew Cell Plan. 

Pasal 3 

Tujuan dart pembuatan rencana induk menara telekomunikasi adalah : 
a. Mewujudkan menere yang menjamin keandalan bangunan meuara sesuai deogan asas keselamatan, 

keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan: dan 
b. Mewujudkan menem yang fungsional scrte kcjelasan informasi daa identiras; 
s, Mewujudkan menara tclckomunikasi seluler yang menjadi dasar pcmbrutgunsn mcnara bcrsama 

deng.an mengacu pada rencana tata ruang. 

Pasal 2 

BAB 11 
TUJUAN DAN RUANG UNGKUP 

1~ BB \!ob,J.? admit <i<lffll BTS yaog t,a,.,J., bcti;crak dil,angwn seeara tcmp<,rc, Jl'lda lobsi 
tmaitu don d,operasiooalkan dawn J311gj(a wak;u yang lcrtcnru dan digunakan oteb Tetco 
Opmnor sebagai solusi sementara unru.k penyediaan coverage sdufar baru atau meng.handling 
kap3,iu., trnfik selular. 

25. Jaringaa mama adalah bagian dari jaringan infrasuuktur telckomuuil..asi )'Mg mengbubungkan 
berbegai clcmen jaringan relekomunlkasi ynng d.:lpat berfungsi sebagai central mink. ;\fob/le 

Swnchtng Center (MSC), Base Sta1io11 Controller (BScy Radio Nett.-ork C()ntro/{er (R;'IC). dan 
jaringan transmisi urama (backbone transmission). 

26. Mien> Cell adalah sub system BIS yang memiJiki cakupan layanan (ron,roge) <Ieng.an area I 
radlus yang lebih kecil digunak.an unruk mcngcovee area )'8.0£. tidak terjaogkau oleh BTS utama 
atau bcrtujuan meningkatkan kapasitns den kualitas pada area yang padat traffknya. 

27. Serst optic adalah sejenis media dengan karakteristik khusus )'M8 mam_pu menghantarkan data 
melahu gelombang Irckuensi dengan kapasitas yang saoga1 besar. 
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(I) Pemasaugan perangkat micrccell tipe out door pada bangunan gedung d3n saraoa perl<otaan milik 
pernerintah kota seperti pada Penerangan Jalan Umuru (PJU). Billboard. Jembasan Peuyebrangan 
Orang (JPO} don sebegainya hnrus memperoleh persetujuan Bupati atau pejaoo1 yang di1uojuk: 

Pasal 9 

Dalem hi)l kebutuhan amena telekcmunikasi baru pada kawasao terteutu mcrupakan k:eharusatl )'30& 
ridak dapat dihindari, demi rneojaga estetika kola dan mengurangi beban pada menara yang tclah ada 
(dacrah padat pelanggan), maka penyelenggaraan telekomunikasi harus mcnggunakan peraogkar micro 
cell dau I atau perangkar radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan semi op1ic 
yang pemojuk pelaksanaannya diarur dalam Pcraturnn Bupati. 

Pasal 8 

(I) Pembangunan Menara wajib mcngacu pada zona pembangunan clan peugoperasi.an roenara 
tclekomunikasi sesuai dengan rencana induk mcnara tclekomcnikasi. 

(2) Rencana induk menara tclekomunikasi sebagaimana di maksud pada a.yat ( l) tercanrum dalam 
lampiran dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupa1i ini, 

(3) Rencena induk menara telekomunikasi adalah masrerplan zona menara yang bcrupa polygon 
lingkaran yang dibentuk dari jari-jari scjauh 400 roettt dari titik koordinat pusat lingkaran 
tersebur. 

(4) Rcncana lnduk menara ielekomunikasi ini terdiri aras zona mcnara eksisring yang berislkan 
menara-menara ck.sisting yang telah memiliki legatitas lMB dan z.ooa-zona menara batu untuk 
mengakomodasi kebutuhan pengembangan jaringan tclekomunikasi dalam rangka peningkatan 
kualnas layanan tclekornunikasi di wiJayah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 7 

BAJ.I IV 
RENCANA lNDUK ~fENARA TELEKO~lUNIKASI 

Penataan menara yang diarur daJam zona pembangunan menara tel:ckomunikasi didasarkan pada 
Rencana Tata Ruaug Witayah dan Rekomendasi Titik Koordinat. 

Pasal e 

Penataan dao pengaturao pengendalian mcnam berrujuan u11tuk: 
a. Meugatur atau mengendalikan pembangunan menarn: 
b, Mewujudkan menara yang fungsional. efektif, cfisien, dan selaras dengau lingkungen; 
c. Mcwujudkan tcrtib penyelenggaraan menara yang menjam.in keaadalan telmis 111(:Uara dari segi 

keselamatau, kesehatnn, dsn kenyamanan; 
d. Mcwujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara. 

Pasal 5 

e. Kescbnsm don ~=·'-"'· 
f. K"Jl'l'IU!I hukum, adil d:,o merata, dan 
g. E.stehka. 
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(I) Rekomendasi dan izin sebagaimaaa dimaksud pada Pasal 12 terdiri dari: 
a. Rekomendasi titik koprdinat; 
b. Rekomendasi zona pcmbangunan mcnaru: dao 
c. l.z.in Mendirikan Bagunan Menara, 

(~) Rekomendasi titik koordinar menara adalah prosedUr pcrtama yang hocus dijalankan sebclum 
mengajukan rekomendasi berikutnya. 

(3) Rekomendasi ririk koordinar menara adalah mengacu pada dokumen masterplan zooo menara 
ksbupatcn bekasi yang dikcluarkan oleh Dinas Komunikasi <fan lnformatika Kabupaten Bekasi. 
Dengan bentuk polygon Iingkaran dengan jari-jari sejauh 4-00 meter dari tilik koordinat menar.o. 

Pasal 13 

Bagian Kcdua. 
Tata Cara Pcrmohonan Rekornendasi 

Setiap orang atau Sadan Hulrum yang akan melakukan kegiatan pembangunan menara di Kabupa1en 
Bekasi wajib rerlebih dahulu mendepatkan lzin dan Rekomendasi dari Bupali melaJui Dinas yang 
membidangi Tata Ruang dan Pcmukjman. Diruls yang menbidangi lnformasi dan Komunikasi serta 
Badan yang melayani Perizinan Terpadu. 

Pasal 12 

IIAB V 
REKOMENDASI PF.MllANGUN\N MI.NARA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Meoara Telekomunikasi bersarna yang dibangun dengan rnemanfaatkan barang milik. daerah. mak.a 
pemanjaatan barang milik daerah rersebur didasarl<an pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 11 

(I) Penggunaan scrat optik yang dimnam maupun melalui saluran udara, upabila memaofM-tkan Jahan 
milik Pe01e, intah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus u1empc:roleh ijio Bupoti at.au 

pejobat yang ditunjuk: 
(2) Lahan milik Pemerintah Daerab yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat oplik 

antara lain ruang milikjalaa {runtija) baik berupa bahu jalan maupun mcdianjalan. 

Pas•I 10 

Cl Penemp,an peran;:l.m ~ Jan «r.11 c,pt. <d).,g;a• p,,n~ti radio bnl pada system 
tclnomunibsi wajib rnemperlwil,J,o aspel estetike l-ou S<"tb kescrusun dengan bngl;uogat1. 



9 

Bagian Kedua 
Tata Cara Perm oho nan 

Pasal 16 

(I) Setiap orang atau Sadan Hukum yang akan melakukan kegiatan pembangunan menara di 
Kabupaten Bekasi wajib terlebih dahulu mendapatkan lzin Mendirikan Bangunaa Menara dari 
Bupati mclalui Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan T e,padu Kabupaten Bekasi. 

(2) !MB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tcrdiri dari: 
a. [MB Menaral Tower Barut Penyesuaian; 
b, lMB MenaralTower Perpanjangan. 

Pasal 15 

HAB vi 
LZJN MENDIRJKAN BMGUNA.'( 1'lENARA 

Bagian Kesatu 
Umum 

(I) Untuk memperoleh rekomcndasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (I) hurufb pcmobon 
mcngajukan permohonan kepada Oinas Tata Ruang dan P<mukiman dengan melampirkan 
rekomendasi titik koordinat. 

(2) Rekomendasi dari dinas tata ruang adalah : 
a. Rekomendasi bentuk menara dan batasan tinggi menara yang diijinkan pada sebuah zona 

menara yang telah direkomendasikan titik koordinat-nya olch Dinas Komunikasi dan 
lnformatika, 

b. Rckomcndasi bentuk menara adalah menara konvensional, menara kamuflasc dan mena,n 
tiang Microcell atau Menara Monopole. 

c. Bentuk menara konvensional, menara kamutlase dan tiang microcelJ secara teknis 
berp¢doman kepada peraruran perundang-undangan yang berlaku, 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterbitkan dan ditaodatangani olcb Kepala 
Dinas T ata Ruang dan Pcmukiman. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Rckomcndasi Zona Pcmbangunan Mcnara 

{4) lnrul. memperoleh rekomendasi sebagaimam dimaksud pada ayat {I) huruf a pcmobon 
mengajukan permohonan kepada Dinas Komunikasi <Ian lnformatiJm dengan metampirkan 
persyaretan-persyeratan sebagai berikut : 
a. Foto copy tanda bukti diri pemohon etau yang dikuasakan; 
b. Foto copy alaa pendiriran perusobaan: 
c. Sket lokasi yang dimohon. 

(5J Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan ditandaiangani o!eh Kepala 
Dinas Komunikasi dan lnformatika 
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Pasal 17 
( 1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 •>•t (I) huruf d pemohoo 

mcngajukan pennohonan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampi.rk:an 
persyararan-persyaratan sebagai berikut : 
a. Foto copy permohonan 
b. Rekomendasi titiJ... koordinat 
c. Rekomendasi zona Pembangunan Menara 
d, lzm Mendirikan Bangunan Menaro 

(2) Permohcnan scbagaimana dimaksud pada ayar (2) setanjumya dilakukan peaelitian berkas 
apabila telah memenuhi persyaratan dilakukan pemerosesan untuk diterbirkan rekomeodasi. 

BAB vu 
REK0~1.E!',DASI OPER<I.SIONAL M.ENAR.\ - 

i;, PctlDIJllonan ~.,,_ dima'IUd !"d1 3)'31 111 mjulcan det,g;m mmmpiruo l"""J"'•an 
s<bog;ii bau.111 
a. Ull!Ul \tenant. Tower b.vu.Prn~rnJaian 

I l. Pcrsyaral.lll Adm.in.LSU3Si 
I. Surat permobonan J',,(B; 
2. Foto copy randa bukti diri pemohon dan surat kuasa: 
3. Sura, kuasa dari perusahaan ke yang dikuasakcn: 
.4. Foto cop) akte pendiriau perusahaan; 
S-. Foio copy rekomendasi dari Diskorninfo Kabupaten Bckasi: 
6. Foto copy Advice planning; 
7. Foto copy sertifikat Hak atas tanah atau bukri penguasaan bal.. atas tanah; 
8. Fo10 copy perserujuan warga sekitar diketahui RT dan RW: 
9. Foto copy rekomendasi Desa dan Camat: 
I O.Foto copy Tanda Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 
t 1.Folo copy lzil'I Peruntukan Penggunaan Tanah: 
12.Foto copy Oambar Rencana Tapak ( site plan): 
13.Foto copy Saran Teknis r:vLB dan Gambar Bangunan; 
14.Foto copy Perhitungan Konstruksi Bangunan Menara: 
IS.Surat pernyataan jarninan keselamat.an kerja da.n penanggulaagan bencana 

alam/kecetakaan dan pcrnyataan kekuatan konstruksi dan pemyataao bongkar dari 
perusahaan sesuai ketentuan yang, berlaku; 

16.Surat pemymaan ridak sengketa dari pemohon. 
b. Urnuk lMB Menara /Tower Perpanjangan : 

I) Surat permohonan IM B; 
2) Foto copy truida bnkti diri pemohon dan surat kuasa; 
3) Foto copy KTP atau tanda pengenal pcmohoo: 
4) Foto copy Rekomeudasi titik koordinat dsn zona pcmbangunan : 
5) Fote copy akta pendirian: 
6) Foto copy scrtifikat tanah atau bukti penguasaan hak atas tanah: 
1) Foto copy gambar rencana tapak ( site plan ); 
S) Surat pernyataan jaminan keselameien kerja dan penanggulangan bencana alamlkecel.akaan 

dan pemyataan kekuatan konstruksi dan pernyataan bongkar d:tri perusahaan sesuai 
eerentuan yang berlaku: 

9) Sura, pemyataan tidak sengketa dari pemohoo. 



Passi 19 
Penggunaan menaro sebagaimana dimaksud datam pasal J huruf e. cnetiputi : 
(I) Penyedia Menara dim atau Pcngelola Menara, diwajibkan untuk: 

a. Memperhatikan ketenruan hukwu tentang latang.an praktek mooopoli dan persa.lngan usaha 
ridak sehat; 

b. Mcnginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada ca.Jon pengguna menara secara 
iransparan; 

c. Menggunakan sislcm antrian dengan mendahulukan caloo pengguna menara yang lebih dahulu 
meuyampaikan permintaan penggunaan menara kepada lnstansi 1cdc:ait. dcngan tctap 
memperhaukan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan 

d. Metaporkan penggnnaen mcnaranya teanosuk pembangunan jaringan utama dan suulm,r 
jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap tnhun sckali kcpada Dinas Komunikasi dan 
lnformarika. . 

(2) Setiap menara wajib dikngkopi dengaa identitas atas kepemilikaa dan penggunaan menara yang 
meliputi : 
a. Pemilik menara: 
b. Penycdiajasa konstruksi; 
c. Tahun pcmbuatao menara; 
d. Beban meksimcm menam; 
e. Alama; menara; 
f. Koordina, geografis; 
g. Nomor dan 1anggal IMB; 
h. Tinggi menara; 
1. Luas area site: 
J. Daya listrik terpasaog; dan 
k. Data BTS/l'clco Operator yang lcrpasang di mcnara. 

II 

(l) Menara Tetekomonikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Mcoara Telekomunikasi 
bersamn, 

(2) Seriap Menara Telekomunikasi harus dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 [tjga] 
pcnyelenggera tetekomunlkasi. 

(3) Keienruan peuggunaan menara bersama scbagaimana dimaksud pada ayal (I) IK!ak lrmku 
unluk: 
a. Menara yang diguuakan unruk kepentingan jaringan utama 
b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mend:,patkan layanan jaringaa 

relekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis. 
c. Menara telekcmunikasi mobile 
d. Menara Pole atau Liang mikto cell yang tingginya k11T11ng dari 6 meter dan atau 
e. Mcnara tclckomunikasi kamuflasc 

BABVUJ 
Pt:NGGUNAA,'1 MENARA 

Pasal 18 

131 DaJam haJ pe,mohon•n rtlom.:u.its, tidolr. lll<ll!ellUlu ~......,_ pennobooan dtkembalik.an 
untuk dilengkapi pemoboo clan apobtla rdab dilen~up, pe~ atal31lll~a dapat diajukan kembali 
pada Diaas Komwtikasi dan lnfonmtika. 

(~> Rekomendasi sebagahnana dimaksud pada a}at (3) diterbitkan dao ditandaraegani oleb Kepala 
Dinas Komuaikasi dan Informadka. 



Pasal 22 
( I) Review Cell plan adalah proses perubahan. pergeseran maupun penambahan zona ban, peda <ell 

plan ynng telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. 
(2) Implementasi cell plan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infonnatika untuk dievaluasi setiap 

tahun. 

BABX 
REVJEW CELL PLAN 
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Pcngcadalian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal J burur r. kbususuya pada zona «II plan 
yang berada di dalam pusat Kabupaten, daerah wisata, dan daerah eagar budaya. dilakukan melaJui 
pembaugunan menara dalam bcntuk yang tersamar (kamuflase). 

Pasal 21 

(4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian menara telekomunikasi bersama dilaporkan 
kepada Bnpati, untuk dijadikao sebagai baban uotuk : 
a. Mcngupdatc database system lnformasi pengendalian menara Telekomunlkasl; 
b. Pertimbangan dalam menentukan kcbijakan sclanjutnya. 

(3) Pengawasan menara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilakukan : 
a. Olch Diuas Komunikasi dan Informatika; 
b. Minimal dua kali dalam serahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik menara. 

(2) Pengawasan Meuara adalah digunaknu unruls. mendapatkno infonnasi visual lapangan yang terkait 
dengan kelayakan operasionat menara dan fungsionalitas sarana penunjang seperti : 
a. Pagar mcnara; 
b, Kondisi fisik menara; 
c. Kondisi lingkungan di dalam site; 
d. Grounding kabcl; 
e. Penangkal petir; 
f. Lampu hakmgan pencrbangan: dan 
g. Lampu penerangan. 

(I} Monitoring Menara adalah dimeksudkan untuk pengawasan terb.adap seriap menara telelcomunikasi 
sehinggn dapar meng-up date data base baik kondisi fisik dan pola kolokasi BTS pada sebuab 
Mcuara Tetekornunikasi. 

BABIX 
MO.NJTORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN 

Pasal 20 

[ l J Pem<"nnuh D:icn,b bisa ~ !lldl3!"3 tele!-omunlU:ii setular untak m<ndukllll(? kegiatan 
p:metuu •. th.JJ1. scu:lah ada kooedmasi dengan pemilik menara )art.g terkait dengan aspek-aspek 
tckni"' dari kondisi elsist1ng rang ada dJ meoara. 



( 1) Meuara Telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraruran Bupati ini 1elah benliri dan telah 
memiliki lMB Menara tetap digunakan dan harus bcrfungsi sebagai Meeera bersama. 

(21 Dikecualikan pada ayat (I l bagi Menara Telekomurukasi yang daya tampeng kontruksin~a kurang 
dari 3 (Tiga) penyelenggara Telekomunikasi. 

(3) Tcrhadap menara yang sudah bcrdiri <Ian telah dioperasikan oleh lebih dari 2 (dua) peoyeleorg,n11 
Telekomunikasi, sebelum ditetapkan Peraruran Bupan ini, masih perkenankan beroperasi dan 
wajib menggurus perizinennya paling lambal J (T1ga) bulan sejak peraturan mi bcrlaku. 

(4) Tcrhadap mcnara yang sudah berdiri sebelum ditetapkan Pernturan Bupati Im, namun berada di 
tokasi zoua larangan akan dilakukan peneniban atau dipertimbaagkan jika uotul.: mendulmng 
kelaogsuugan fungsi kawasan dengan mcngacu pada peramran perundang-uooangan seetor tatail 

-.! (51 Penyedia menora yang telah mcmilik, izin namun belum membangun meaaranya sebetum 
pcraturan ini ditctepkan, harus menyesuaikan dengan ketennen-kerennen dalrun peraturan Bupati 
ini. 

(6) Sebclum adanya penetapan zona cell plan Meoara Telekonumikasi Kabupaten, pembangunan baru 
menara relekomunikasi tetap diizinkan se.panjang udak bertentangan dengan peraturan BUfXili ini 
dan peraturan pernndang-undangen terkait. 

(71 Menara Eksisting yang lokasinya sesuai dengan zona cell plan dan telah memilil:i IMB ~ 
setclah Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib melakukao Registrasi IMB Menara dalam jangka 
waklu paling tambar 3 (tiga) bulan. 

Pasal 26 

Setiap menarn telekomunikasr yang telah memihki llvCB wajib mernbayar retribusi ptngeodaliao 
menara relekomunikasi yang beroperasi. 

Pasal 25 

BABXI 
KETENTUA~ PERALIHA.~ 

Pasal 24 
( I ) Pemerintah daerah dapat mclakukan review cell plan kbusus-nya pada zona menara baru. apab,Ja 

unplementasi cell plan telah berjalan mirumal dalam masa I ( salu ) tahun dan ketika ada usulan 
review dari Pcuyelenggara Telekomunikasi, 

(2) Hasil review cell plan sebagaimana dimaksud pads ayat (I) dituaaglron dalam sebuah Peraturan 
Bupati 

Pasal 'l 

r I) l::\al~1 cell plan •r" Jlan rw:rnculi 'l pernanfaatan zona menara otcn para penydcnggnra. 
ldci.omurukas, 

(i) Pemanfaatan zona meaara ,n, adalah berupa penmgkatan kolokasi BTS pada meoara-meoara yang 
berada di zona cksisung dan pcmbangunan menara baru pada 7..0na.1.ona menara baru. . 
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,~ 

Ditetapkan di Cikarang Pusai 
pada tanggal 12 November 2014 

ltJ- t·BUPATI BEKASIA 
~ 

Agar sctiap orang dapa: mengerabuinya, memerintabkan penguadangaa Perarurea Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekosi. 

Pasal 30 
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan, 

BAB xrn 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 29 
Dalam ha! pemberian sanksi administrasi belum dipenubi maka tindakan penegakan Perda 
J;1;,k..,.akan okh Smuan Polisi Pamong Praja dengan prosedur dan mckanisme ~latsanaan}a 
bcrdasarkau pcraturan Perundang-undangan yang bertaku. 

Pasal 28 
Sanksi adminstratif diberikan oleh Organisasi Pcraogkat Daerah yang menerbitkan Rekomendasi dan 
Perizinan sebagaimana dimaksud pada Passi 13, Pasal 14 dan Pasal 15. 

Pasal 27 
Setiap pendiriaa mensra telekomunikasi yang tidal< dilengkapi dengan dokumen perizinan 
sebagaimana dunaksud Paso! 13 dikenakan sanksi administrasi d3D sanksi pidana bcrdasarl<an 
kerenruan yang diamr dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013. 


